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DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan: mengatur
mekanisme pelepasan kawasan hutan (misalnya pasal tentang persetujuan pelepasan kawasan hutan)

Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

Permen Kehutanan No. 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan



Perubahan
KAWASAN
HUTAN

PROSES PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Perubahan

Fungsi
(perubahan antar-
fungsi kawasan
hutan)

\4

Untuk Wilayah
Provinsi

Perubahan dalam

\A 4

Perubahan
Peruntukan

—* (adalah perubahan |

kawasan hutan
menjadi APL)

\ 4

Secara
Parsial

fungsi pokok

Perubahan antar

\ 4 \ 4

\ 4

Untuk Wilayah
Provinsi

fungsi kawasan
hutan

A\ 4

Diintegrasikan pada usulan revisi RTRWP/Pengusul Gubernur
(dapat dilakukan pada semua fungsi kawasan hutan)

\ 4

Secara
Parsial

TIDAK DAPAT
DILAKUKAN

(Pada kawasan |
Konservasi dan HL) “~

Pelepasan

Kawasan HP/HPK
" Tidak ada lagi TMKH
" Tdk dapat dilakukan pada Prov dg luas
kecupan KH < dari penetapan Menteri)
" tdk dapat dilakukan pada HPK
produktif




MEKANISME PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN DI LUAR KEHUTANAN

Pembangunan

non kehutanan

pada Kawasan
Hutan

\ 4

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
(di HL dan HP)

Tidak Ada Lagi Tukar Menukar Kawasan
Hutan Di HP

Perubahan peruntukan kawasan
hutan (merubah status & fungsi KH)
Revisi Pasal 19 pada UUCK No
11/2020
PP 23 Tahun 2021

(Dalam PP 23 2021 tidak ada pelepasan HP/HPT kecuali
hanya boleh pelepasan untuk:

a. Proyek Strategis Nasional

b. Program Pemulihan Ekonomi Nasional

c. TORA

d. Bencana Alam

e. Ketahanan Pangan

f. Perkebunan Sawit terbangun sesuai UUCK

Persetujuan pelepasan kawasan HP/HPK




MEKANISME PERUBAHAN
PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

UNTUK KEGIATAN NON KEHUTANAN
(pasal 272 — pasal 363)




KRITERIA KAWASAN HUTAN YANG DAPAT DILEPASKAN

' HPK/HP

Pengecualian dapat dilakukan pada
kawasan HP untuk kegiatan PSN, PEN, Food
Estate dan Energi serta kegiatan terbangun
dalam kawasan hutan yang memiliki
perizinan di dalam KH sebelum UUCK

3

Tidak dibebani

Perijinan/Persetujuan/

KHDTK/KHKP

Tahun 2020 ﬂ .

1. Kecuali

permohonan
Pemerintah, bila dalam Satu
Provinsi Sudah tidak ada HPK
Tidak Produktif

oleh

4

Penutupan Hutan

Alam

2. Kecuali pelaksanaan
strategis nasional dan program
ketahanan pangan,

Proyek

Bencana

Daya Dukung dan Daya
Tampung Kawasan hutan
layak Kelola

Memastikan bahwa hutan yang
akan dilepas bukan hutan
penting—bukan hutan yang
dibutuhkan untuk menjaga air,
mencegah banjir, atau melindungi
alam

5

Mempertahankan kecukupan
luas Kawasan Hutan dan



PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN (SETELAH UUCK)

penempatan korban bencana alam;

waduk dan bendungan;

fasilitas pemakaman,

fasilitas pendidikan;

fasilitas keselamatan umum;

rumah sakit umum dan pusat kesehatan
masyarakat;

kantor Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah;

permukiman dan/atau perumahan;
transmigrasi;

kawasan dan bangunan industri;
pelabuhan;

bandar udarg;

stasiun kereta api;

terminal;

pasar umum;
pengembangan/pemekaran wilayah;
pertanian tanaman pangan;

budidaya pertanian;

perkebunan;

perikanan;

peternakan;

sarana olah raga;

rest area (tempat istirahat);

tugu dan pos perbatasan wilayah
administrasi pemerintahan ;

stasiun pengisian bahan bakar umum;
tempat pembuangan akhir sampah; atau
infrastruktur pariwisata.

jalan pemerintah

jalan tol

Ketahanan Pangan (Food estate)
Ketahanan Energi

Pelepasan

Kawasan
Hutan

>

Kawasan HP

Kawasan HPK

» Sebelumnya melalui mekanisme IPPKH

Ketentuan:

1. Untuk pembangunan non-
kehutanan

2. Memperhatikan kecukupan
luas dan daya dukung daya
tamping

3. Tidak ada izin Kehutanan

4. HPK tidak produktif, kecuali
tidak tersedia dan dimohon
Pemerintah

\ 4

Ketentuan:

1. Untuk PSN, PEN, ketahanan
pangan (FE) & energi, bencana
alam, TORA, kegiatan usaha yg
telah terbangun dalam KH
sebelum UUCK

2. HP produktif dan tidak
produktif

Pelepasan Kawasan

Hutan
(Normal)

Pelepasan Kawasan
Hutan

untuk Kebun Sawit
dalam Kawasan Hutan
(Keterlanjuran)




0SS

Submit Permohonan, proses
selanjutnya di Kemenhut

f

Kementerian Kehutanan
Loket

Permohonan pengajuan

BERUSAHA

BERUSAHA

PENGAJUAN PERMOHONAN



PEMOHON
- %P\

Menteri/pimpinan
Lembaga

Badan Otorita

Pejabat pimpinan

Pimpinan badan
tinggi madya di Kementerian

hukum/badan
usaha

Gubernur
Bupati/walikota

Perorangan/kelompok orang/
masyarakat




Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Kepada Menteri

Melalui OSS (untuk Komersial)

01

KOMITMEN
e Persetujuan lingkungan
Menyelesaian Perizinan
02 Berusaha di bidangnya
e Tata batas

e Membayar PSDH-DR

Penyelesaian Permohonan oleh Kemenhut e Mem baya r PNBP

Pembentukan Tim Terpadu pelepasa n di HP
Penerbitan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan e Pe ngga ntian biaya

Melengkapi Persyaratan

A. Pernyataan Komitmen
B. Persyaratan Teknis

oleh Menteri Kehutanan

o investasi kepada
Notifikasi ke OSS

pengelola Kawasan
e Mengamankan Kawasan

hutan yang akan dilepas
Pemenuhan Komitmen

Oleh Pemohon
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1. Penetapan Areal Persetujuan Pelepasan
Kawasan Hutan Oleh Menteri Kehutanan
2. Notifikasi ke OSS

Submit Permohonan OSS
Persyaratan

TEKNIS dan ADMINISTRASI
® Proposal + rencana teknis

® Peta areal dimohon Skala
1:50.000 da

® KLHS
® pertimbangan Gubernur

® pPertimbangan Teknis
Direktur Perhutani bila areal
dimohon di wilayah kerja
Perum Perhutani

® Peta citra penginderaan
Jauh resl min 5 m liputan 1
thn terakhir

® pakta Integritas

KLHS dapat menggunakan KLHS RTRWP atau RPJMD



ALUR PROSES PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Perizinan berusaha dibidangnya
- Tatabatas

! 1 1 1 1
- PNBP Pelepasan 24 HK :15HK : 15HK 60 HK 1 7 HK ] 7 HK ! 7 HK ' 3HK 1
L 1

- Pembayaran PSDH DR
PERMOHONAN
PERSETUJUAN PELEPASAN 3 HK peljsyarata_n un'tuk ) ) .
KAWASAN HUTAN penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 1 3 8 h a rl
Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya diintegrasikan

|
| |
| - Pengantian biaya investasi I
|- Mengamankan KH yang akan I
I dilepaskan I

dalam tat: .
PEMOHON: | == Yo = i ! P Sem e
1.  Menteri, menteri/pimpinan I Persyaratan: Menteri. -~
lembaga I Persyaratan I______ <
2. Gubernur, bupati/walikota ___>| Komitmen | Tidak Sesuai Menolak
3. Badan otorita I 2.Persyaratan | Sesuai ketentuani
4.  Pimpinan badan hukum I administrasi | MENTERI ket::\l‘::lan MENTERI
5.  Perseorangan, kel. | dan Teknis | Kehutanan ‘ MENERBITKAN
Orang/masyarakat | == =—pm = = melalui — DIRJEN ——>) %A MENTERI |—>| DIRIEN > SEKIEN [=> PERSETUJUAN
DIRJEN Plano ] Setuju PELEPASAN KH
Untuk ketahanan pangan & A 1 4 ¢
energi: instansi pemerintah/ | @ = e e e 1 . L--- 1 —_—— ] ———
badan otorita yang mendapat : Persyaratan: Administrasi &Te.knis : 1 I Melnyampagfan 1 Fre;a;m;e;\is-; Telaahan Hukum | I
penugasan pemerintah 1 Proposal & rencana teknis 1 aporan I L " | |
I 2. Petalokasiareal dimohon | I rekomendasi Tim | -0 |
I 3. KLHS | DIREKTUR I Terpadu melalui | I [ N
| 4. Pertimbangan Gubernur 1 A 1 Dirjjen I | I bunTeGRASIKAN
| 5. Pertimbangan Perhutani (jika | == e mEmEmEm—-—— 4 DALAMTATA I
[ dalam areal perhutani) | : Identifikasi Persyaratan dan | : 1ZIN MELAKUKAN KEGIATAN 10% T I RUANG |
| 6.  Peta Citraresolusi < 5m | Telaahan Teknis | 1 AREAL/MAX. 200 ha I
1 . L8 B R & _§ J
L7. Pakta integritas I [ (Verifikasi) | 1 I
___________ e o o o o 1
3 HK I 7HK ' 5HK I 20HK
FINISH <€---o-tomt i T A 220 Menteri PEMENUHAN KOMITMEN
35 hari Menerbitkan (Paling Lama 1 Tahun setelah
ari - Persetujuan Pelepasan)
I Pengecekan dan |
| Penelaahan | PEMEGANG PERSETUJUAN PELEPASAN KH:
-—-=-r-=-- 1. Menyelesaikan AMDAL/UKL-UPL/PPLH
¢ 2. Menyelesaikan perizinan berusaha
3. Menyelesaikan tata batas areal
PENETAPAN : Fo
Persetujuan Pelepasan (supervisi BPKH
BATAS AREAL MENTERI SEKJEN |€— DIRIEN |€— juan Pelepasan (sup )
PELEPASAN KH 4\ 4. Menyelesaikan pembayaran PNBP dan
I PSDH — DR (untuk HP)
P —— IL 5. Menyelesaikan pembayaran PSDH — DR
j Jika diperlukan I T T T T T (untuk HPK)
PEMEGANG PELEPASAN KH WAJIB: j verifikasi lapangan | | Menvampaikam Bokumen 1 6. Menyelesaikan penggantian nilai
1. Mengalokasikan kebun masyarakat20% | === == === - < _Ai" rfnf”:hzf k_omfm_enl " ivestasi
2. Mengalokasikan NKT ! !
rengaloxasika 1 60 HK i 7. Mengamankan Kawasan yang akan
3. Tidak melakukan pembakaran lahan 1 1 .
dilepaskan
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